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PENERAPAN AZAS SELF ASSESMEI{T DAI.AM SISTEM
PERPAJAKAT\ OLEH KONSULTAN PAJAK

Oleh:
Ch. Anggia Ika EDKW

Sistem self Assessment dolam Wmungulan pajak memberikan kesempatan yang besar
bagi wajib pajak unnk menghinng, memperhitungkan dan melaporkan sendiri Wjaknya
terutang. Kewajiban wajib pajak tersebut dapot dialihkan kepada kowultan pajak yang
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294 /KMI(/ 1998 tentang Konsullan
Pajak Dalam hal ini kntaulan pajak bertangung jawab untuk memberikan laporan
yang benar dari lrwajiban yang hants dilaporkan kepada negara.

Pendahuluan
Pembangunan yang merupakan

suatu proses tindakan untuk menuju
kearah yang lebih baik dari pemerintah
maupun swasta yang meliputi segala
kebutuhan dan penghidupan rakyat
Indonesia sehingga segala kebutuhan
terpenuhi, tidaklah mudah dilakukan
tanpa adanya dana. Untuk mendapatkan
dana tersebut pemerintah perlu
menggali sumber penerimaan negara
untuk pembangunan maupun sebagai
alat pemerataan pendapatan adalah
dengan menarik pajak kepada
masyarakat.

Pajak menjadi sumber
penerimaan negara dan menjadi slah
satu bentuk penghubung kerjasama
antara pemerintah dengan warga
negaranya dalam rangka menyukseskan
pembangunan. Adanya hubungan
antara pemerintah dengan warga
negaranya tersebut dan untuk
mendapatkan sumber dana pajak, maka
hal tentang warga negaranya tersebut

dan untuk mendapatkan sumber dana
pajak, maka hal tentang pajak ini harus
tertuang dalam suatu aturan. Sehingga
dengan aturan tersebut menjadi dasar
bagi pemerintah untuk dapat menarik
pajak kepada masyerakat. Hal ini
karena pemerintah tidak bisa begitu
saja secara langsung menarik pajak
kepada masyarakat tanpa adanya dasar
hukum yang jelas- Tanpa aturan yang
jelas dapat menimbulkan kesewenang-
wenangan pemerintah, sehingga
masyarakat yang wajib untuk
membayar pajak menjadi kurang yakin
dan timbul rasa tidak percaya kepada
pemerintah yang sedang menjalankan
pemerintahan.

Untuk itu, pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi "segala pajak untuk keperluan
negara berdasarkan undang-undang
untuk membuat undang-undang di
bidang perpajakan. Sehingga dengan
undang-undang di bidang perpajakan
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yang telah terbentuk menjadi dasar
hukum bagi pemerintah untuk menarik
pajak kepada masyarakat, dapat
menyebabkan kepatuhan bagi
masyarakat untuk membayar pajak.

Pada penjelasan Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan jo
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 Pasal 2 ayat
( I ) menunjukkan digunakannya sistem
self assessment. Pada penjelasan
umumnya juga disebutkan bahwa salah
satu ciri dan corak dari sistem
pemungutan padak adalah anggota
masyarakat u'ajib pajak diberi
kepercayaan untuk dapat melaksanakan
kegotongroyongan nasional melalui
system menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan pajak
sendiri pajak yang terutang (self
assessment system). Adapun ciri dan
corak sistem pemungutan pajak ada
tiga dan salah satu adalah self
assessment system, dimana anggota
masyarakat wajib pajak diberi
kepercayaan untuk melaksanakan
kegotongroyongan nasional melalui
sistem menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang (self
AssessmentJ.(Mardiasmo ; 1998 : l4 ).
Sedangkan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No.
294/KI|'IK.04/1998 tentang Konsultan

Pajak Indonesia pasal l1 angka 2
menyebutkan bahwa konsultan waj ib
pajak memberi jasa kepada wajib pajak
agar melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya s€suai dengan peraturan
perundang-undangan perpaj akan-

Dengan adanya pemberian jasa
oleh konsultan pajak kepada wajib
pajak yang seharusnya
memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendiri pajaknya yang
terutang. Akan tetapi mengalihkan
kewajiban tersebut kepada konsultan
paj ak.

Dengan uraian tersebut di atas,
menurut hemat penulis dapat diajukan
permasalahan sebagai berikut :
1. Kewajiban wajib pajak yang

dialihkan ke konsultan pajak,
apakah sudah sesuai dengan sistem
pemungutan pajak self ussessment
(s e lf as s e ss me nt sys tem).

2. Kewaj iban-kewaj iban wajib pajak
apa saja yang dapat dialihkan ke
konsultan pajak.

3. Apakah bentuk hubungan hukum
antara wajib pajak dengan
konsultan pajak berdasarkan
Undang-undang No. 6 Tahun 1983
jo Undang-undang No. 16 tahun
2000 Jo Keputusan Menteri
keuangan.

4. Bagaimana
pertanggungj awaban
konsultan pajak dengan
pajak, antara wajib pajak

bentuk
antara
wajib

dengan

Pencrapdn Alas Self Assesbent Dala,a Sislem
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. i i

neg$a dan konsultan'Pajal dengu
n€ganr-.

Pengertian Perundeng'undlngent
Jcnir du Anr BcrhlunYr

Peraturan Perundatg-undangan
adalah salah setu igtilah yatlg bisa
digunakan selain istilah perundangan'
perundang-undangaq peraturan

mempunyai bentuk atau fotmet
'tertentu.

2) Dibentuk, ditetapksn, dan
dikeluerkan oleh Pejabet Ysng
berwcnang, baik ditingkat Pusat
maupun di tingtst daerah. Yang
dimaksud dengan Pejabat Yang
berwenang adalah Pejobat Ysng
ditetapkan berdasarkan k€tcntuan
yang berlaku, bsik bcrduarkan
atribusi maupun dclcgasi.

3) Peraturan Pcrundang'undongan
tersebut berisi aturan pola tingkah
laku. Jadi Peraturan Perundeng-
undangan bersifat mengatur
(regulerend), tidak bcrsifat sekali
jaltt (einmahlig).

4) Peraturan Perundang-undongan
mcngikat secara , umum (karena
ditujukan .tepada umum), .rtinya
tidsk ditujukan kePada scscorang
atau individu tertentu (tidak bersifat
individual).

Berhubungan dengan masalah
pokok yang dibahas atau pcnulisan ini'
uska selain pcngertian pcrundang'
undangan di atas diPerlukan juga
p€ogortian dari undang-uodang dan
keputusan menteti. Undang-undang
adalah peraturan. dari undang-undang
dan keputusan mcnteri. Undang-undang
odalah p€raturan atau keteatuan-
ketcntuar yang dibuat oleh badan
legislatif (Presiden dan Dewan
Perwakilon Rakyat) yang mempunyai
kekustan mcngikat 6 KePutusan

pcrundangan dan Pcraturan neglr!.
Dua batrsan Peraturon Perundang-
undanga.n yaitu : (A. Hrmid
S.Attamimi:1990:144)
a) Peraturan negra ditingkat pusat dan

tingkat' dacroh Yang dibcntuk
bcr&sar . kewenangan Perundang-
undangan baik bersifat atribusi
moupun bersifat delegasi'

b) Scmua aturan hukum yaqg dibentuk
oleh semua tingkat lembaga delam
bentuk tertentu dengan Produser
tertentu; biasanya disertai sanksi
dan bcrlaku umum serta mengikat
rokyet.

Dcngan batasan yang
dikemukakan oleh A. Hamid S.
Attamimi mcnunjukkcn Persturan-
peraturan yang dibuot oleh negara
dapat diistilahkan dengan perundtng'
undangan.

Dcngan Pengertian tersebut di
stas, maka ciri'ciri Pcraturen
perundang-undangan ( Rosjidi R: 1998
:17),yai tu: . .
l)Pcretur8n pcrundang-undangan

berupa keputusan tertulis, jadi

P.ssq.t Agt Sd! At.ae Datter Sittcrr
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perundang-undangan merupakan

pada TAP MPR RI No. III/MPR/2000
tentang sumber hukum dan tatat urutan
peraturan perundang-undangan Pasal 3
ayat (3) disebutkan "Undang-Undang
dibuat oleh DPR bersama Presiden
untuk melaksanakan Undang-Undang
Dasar 1945 serta Ketetapan MPR RI".

Dengan adanya tata urutan
peraturan perundang-undangan yang
tersebut psda pasal 2 TAP MPR RI
No.III/MPR/2000, maka setiap aturan
hukum yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan aturan hukum
yang lebih t inggi.

Dalam hal melaksanakan
Undang-undang, Presiden mempunyai
kekuasaan untuk menetapkan peraturan
pemerintah (Pouvoir reglementair).
Peraturan Pemerintah ini berdasarkan
pada pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang
berbunyi "Presiden menetaPkan

Menteri adalah keputusan menteri yang
bersifat khusus mengenai masalah
tertentu sesuai dengan bidang
tugasnya. Keputusan Menteri
merupakan salah satu jenis peraturan
perundang-undangan yang setingkat
lebih rendah dari pada Leputusan
Presiden.

Berdasarkan keputusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No. III/MPR/2000 tentang
sumber hukum dan disebabkan bahwh
tata urutan peraturan perundang-
undangan, pada pasal 2 disebutkan
bahwa tata urutan Peraturan

pedoman dalam pembuatan aturan
hukum dibawahnya dan tata urutan
praturan perundang-undangan Republik
Indonesia adalah:
l. Undang-Undang Dasar 194 5;
2. Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia:
Undang-undang
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU);
Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden;
Peraturan Daerah.

Dari uraian Peraturan
Perundang-undangan tersebut di atas
terlihat adanya peraturan yang menjadi
sumber bagi peraturan yang lain atau
adanya suatu hierarki pada peraturan-
peraturan tersebut. Sebagai contoh

sebagaimana mestinya". Begitu pula
disebutkan pada penjelasan UUD 1945
"Presiden ialah kepala kekuasaan
eksekutif dalam negara. Untuk
menjalankan Undang-undang, ia
mempunyai kekuasaan untuk
menetapkan peraturan pemerintah
(Pouvoir reglementair)". Dari
penjelesan UUD 1945 tersebut
Presiden memiliki kekuasaan eksekutif
(  Altamid A ; 1990 ).

Dalam
kewaj ibannya, Presiden sebagai kepala

J

4.

) .
6.
7.

Peraturan
menjalankan

pemerintah untuk
undang-undang

melakukan

Penerapan Azas Sclf A$sctn ent Dolam Sistcrn
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pemerintahan tertinggi dibantu oleh
satu orang wakil Presiden. Selain itu
Presiden dibantu oleh Menteri-menteri
negara. Menteri-menteri itu diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden, oleh
karena itu, tidak bertanggungiawab
kepada DPR. Dalam menjalankan
tugasnya untuk membantu Presiden.
Menteri-menteri negara dapat
membentuk peraturan perundang-
undangan misalnya dengan
mengeluarkan suatu keputusen menteri.
Kewenangan menteri ini berdasarkan
pasal 17 ayat 1 UUD 1945 yang
berbunyi "Presiden dibantu oleh
menteri-menteri Negara". Keputusan
menteri ini bersifat khusus mengenai
masalah tertentu.

Di samping ment€ri yang
membentuk Presiden. Direktorat
Jenderal departemen sebagai salah satu
lembaga dipemerintahan j  uga
mempunyai kewenangan untuk
mengeluarkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat teknik.
Kewenangan ini timbul untuk
melaksanakan lebih lanjut
kebijaksanaan dari menterinya yang
mempunyai delegasian. Yang dimaksud
dengan kewenangan adalah kekuasaan
yang bersumber pada ketentuan hukum
khususnya peraturan perundang-
undangan. Sedangkan kewenangan
delegasi adalah kewenangan yang
diperoleh melalui penyerahan
weweirang dari badan atau pejabat

negara/pemerintahan yang satu kepada
badan atau pejabat
negara/pemerintahan lainnya secara
vertikal maupun horisontal.
Penyerahan wewenang delegasi ini
harus dilakukan atas dasar dan bentuk
peraturan perundang-undangan yang
sesuai untuk itu.

Pajak dan Sigtem Pemungutan Prjrk
Untuk memahami pajak, maka

sebagai awalan perlu diketahui definisi
atau pengertian dari pajak. Pengertian
pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro
adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat
dipaksakan)dengan tiada
mendapat jasa t imbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat
ditujukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran
umum".
Sedangkan menurut Prof. DR.

P.J.A. Andriani pajak adalah sebagai
berikut (Santoso B; 1998:2) :

"Pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang
terutangoleh yang wajib
membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan
tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya adalah untuk
m embiayai pengeluaran-

P.ttcrsp6r, Aart Self Assetacnt Dalan Sittcm
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p€ngcluar6n urnum berhubung
dengln tuges negara rfituk
nenyel€nggrrakan
pemerintahsn".
Dari dua pengertish pajak di '

atas' terdapat unsur-ulsur pajak,
sebagBi bdlitut: r .t

- 'iuran keptida rakyat kepada negara.
- Pajak dipungut berdassrkan undsng-

undriig.
- Tanpa ada kontra prestasi dari

negata yang secara laogsung dapst
ditunjuk.

- Pajak digunakan untuk membiayai
rumah tangga aegara.

Apabila ditinjau, dari segi
hukum, pajak adalah ir€rikatan yang
timbul karena undang-undsng yang
mewajibkan soseorang yang memcnuhi
syerat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang (tatbestand) untuk
membayar sejumlah uang kepada (kos)
netriara yang dapat dipaksakan tanpa
mendapat suatu imbalan ybng secara
langsung ditunjuk yang digunakan
untuk membiayai penleluaran negara
(rutin dan pembangunan) dan yang
diguaakan sebagai alat (pcndorong-
penghambat) untuk mencapai tuj uan di
luar bidang keuangan.

Sistem self assessment baru
diperkcnalkan di Indgnesia sejak tahun
1967 dcngan diundangkan undang-
undangNo. E Tahun 1967 tentang cara
pemungutan pajak melahii MPS dan

MPO (menghituag pajak scndiri din
moogbitung pajak orong lain)

Sistem self assessmcnt itu
mcngandung hal yang penting, yang
diiarapkan ada da[4m diri wajib pajak
yaitu :
l. Tax consciousness / kesadaran pajak

wajib pejak.
2. Kejujuran wajib pajak.
3. Tax mindcdness wajib pajak, hasrat
, untuk membayar pajak.

4. Tax discipline,'disiplin wajib pajak
dengan sendirinya ,memenuhi
kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya oleh undang-
undang, sepcrti memasukkan SPT,
membayar pajak peda waktunya dsb,
taapa diperingatkan untuk
meletukan hal itu.

Ciri-ciri sistem self assessment
adalah (Indra Ismavan ; 2001 : 6l ) :
a. Wcwenang untuk rsenentukan

besarnya pajak terutang ada pcda
wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari
menghitung, mcnyetor dan
melaporkan sendiri pajak yrng
t€rutang.

c. Fiskus tidat ikut campur dan hanya
mengawast.
' Meskipun undang-undang

tentrng ketentuan umum dan tata cara
perpajakan mcngalami perubahan,
yaitu dengan adanya undang-uqdang
No. 16 Tohun .2000 totapi sistem
pemungutan pajat yang digunakon

Pcna.pen Aut $itf Ats.smir, Itahn Sb/'cn
Pcrpajd*.r ot.h Korrsuhan, PoJ'a*
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.tetap mengguBk n sist€m . s€lf
assessmetrt. scsuai dengan pcodrpst
Machfud sidik :

,f "Prinsipdrsarinidipertahantan
scjrk reformasi pcrpojctan
'pertama tshun 1983, wojib Pajak
tetrp mendopatkan tepdtoayaan
pcnuh untuk melaksanakan
kcwajibannya dibidang

-' pcrpajrkon melalui sistco
menghitung, kcmudian
'mcmpcrtimbanglan dan
mclaporkan sendiri pajak
terutang".

Wrjib Prjrk: Erl du Kcrrjitrn
, Jita dilihat dari. pogcrtian

pajak, maka dalam pajak itu tcrdspat
pihak menarik pajak yaitu negara don
pihak yaag dibcbani pajak. Untuk
pihak yang dibebani pejak, undang-
undang untuk melokukan kewajiban
pcrpajakon.

Pengertian wjib pajak menurut
Undang'Undang l,Io. 6 Tahun l9t3 jo
Uhdang-Urdcng No. 16 Tchun 2000
pasal I angka 2 adalah sekumpulan
oreng, dan atau modal yang merupckan
k€srtuan baik yang .mclakukcn .usaha
meupun yang tidak melakukan usaha
yEBg mcliputi pcrscroan tcrbatts,
perscroan komanditer, p€rscroan
lainnya, badan uselu nilik negara atau
deerah dcngan nama dan dalam bentuk
apspun, firma, kongsi, koperasi, dana
pcnsiun, pcrsekutuan, pcrhumpulcn,

yry$sa, organisasi lressr; organisasi
roaial politik atEu organisssi yang
sejenis, lembaga beniuk graha tetap
dan bentuk badan lainnya.
t Kevajiban Wajib Pajak :

l) Mcndaftarkan diri untuk
mendspatken NPWP (Nomor

. Pokok Wajib Pajak).
2) Menghitung dsn membayar

sendiri pejak dcngrn bcnar'
. 3) Mengisi dengan bcnar SPT (SPT

diambil sendiri) dao di66srtkkan
kekantor Pelayanan Pojak delam
batas waktu yang di tentukan.

4) Mcnyclenggarakon
pem bukuan/pencatatan.

5) Jika diperitsa wajib :
.. t Memperlihatkan dao/atou

meminjomkan butu atsu
catatan, dokumen Yang
menjodi dasarnya da.n
dokumen lain yang
borhubungan dengan
penghasilrn yang diperolch,
kegiatan usaha, pckerjaan
bebss wajib prjalq atau
obygt yang terutang pajak.

r. Mcmbcrikan kescmpatan
untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang
pcrlu dan memberi bontuan
guns
pemeriksaan.

. Memberi ketcrangan ylog
diperlukan.

kelancaran

Paaryttlg SdlAttare D.Ln S,tr/''
Pcrptj.r., ot.h Kanfllta PoJ&
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6) Apabila dalam mengungkapkan
pembukuan, pencatatan, stau
dokumen sertr kotarangan yang

,. diminta, wajib pajsk terikat oleh
suatu kowaiban untuk
merahasiakon, maka kewajiban
untuk merahasiakai itu
ditiadakan oleh'. permintaan

' untuk,keperluanpemerik$aan.
b. .Hak Wajih Pajak :

l) Mengaj ukan sur.t keberatan
dan 6r$at banding.

2) Menerima tanda bukti
pemaslkan SPT.

3) Melakukan pcmbetulen SPT
yang telah dimasukkan.

4) Mengajukan permohonan
penundaan pemasukan SPT

5) Mengajukan permohonan
penundaau atau
pcngangsuran pembayara!
pajak.

6) Meogajukan permohonan
perhitungsn pajak yang
dikenakan .dalam surat
ketetapan pajak.

7)Memintq. pengembali;an
kelebihan pcmbayaran paj ak.

8) Mengajukan permohonan
penghapusan dan
pengurangan sanksi serta

. pembctulan 6urat ketetapan
pajak yang salah.

. 9} Memberi kuasa kepada orang
untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya.

l0)Apabila wajib pajak di
potong.,oleh pemb€ri kerja,
wajib,pajak borhak raeminta
bukti pemotong&n Pph pasal
21 kepada pemotong pojak,
mengrjukan surat kcberatan
dan permohon.n,pojak.

Berdasarkan Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983 Undang-Uadang No.
16 tahun 2000 kewrjiban wajib pajak
adalah sebagai berikut :
l. Wajib pajak wajib mendaftarkan

diri pada Kantor Direktorat Jenderal
Pajak (pasal 12 ayat (l).

2, Wajib pajok mengisi surat
pombcritahuan dan menandatangani
scrta menyampaikan ke kantor
Direktorat jenderal Pajak, (pasal 3
ayat ( I ).

3. Wajib pajak yang tclah
mendapatkan izin Menteri
Keuangan untuk meny€lenggarakan
pembukuan'dengon,, menggunskan
bahasa asing dan malo uang selain
rupiah, wajib menyampaikan surat
pemberitahuan dalam bahasa

. Indonesia dan . mata uang selain
.rupiah yang diizinkan (pasal 3 ayat
(  1a).

4. Wajib pajak sebagaimana dimaksud
pasal 3 ayat.ls harus mengambil
sendiri surat pemberitahuan di
tempat yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. (pasal 3
ayat (2).

Pcnarpn Alot Self,Atrcs;crt Dalatn Sitt.a
Perpojt*an olch Kottcultol., Pajqk
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5. Wajib pejak wajib mengisi dan
' mcnysmpaitansuratpcmberitahuan
', 'dongtn benar; lengkap,'jelas dan
r' 'nendildbtanganinya (pasal 4 ayat l)
6.' Xita trtajib prjak edalah badan, surat

peribcritahuan herus ditandatangani
oleh pengurus atau direksi. (pasal 4
ayat (2), '

7. Surat pcdbcritehuln yang diisi dan
ditandatanganl oleh orang lain
bukan wajib pajak hrnm dilamPiri

' 'surst kussr khusus (Pasal 4 ayat
(3 ).

8. Wajib pajak yang wajib melakukan
pembukuon harus ditlrmpirl dergan

'" laporan keubngan: (pasal 4 ayet(4).
9. Wajib pajak rlajib menibayer attu

menyetor pajak yang terutaog dikas
ncgara melalui kantor pos dan atau

' bank badan usaha milik negora aau
bank badat usaha nilik daerah'atau

r; . .{tenprt Fatnbry4r&h laitr r yang
' ."ditetdpton olch'b€ntcri kcuangan.

' (pasal l0 ayat l)
l0.Wajib paJak wajib membayar pajak

yang 'tcfutang bcrdssartan
":"'kctettuan peraturin perundang-

undeogan dengan tidrk
menggantungkan pada adanya surat

;'ketetapdn pajak. (ptsel 12 ayal l).
llr'Wsjib pajak orang pribadi yang
' melakutrrl kegiattn usaha
' pekefjaan bebas dan' wojib pajek

bodan di indoncisia wajib
menyelcnggarekan pembukuan
(pasal 28 ayat (l).

12.Wajib pajat yang diperiksa,wajib :
(Pesal 29 ayat 3).
- Mempcrlihctkan dan/atau

meminjamkan buku atau catatsn
dokuncn yang mcnjadi dasarnya
dan dokumen lain yang
bcrhubungan dengan
pcnghasilan yang diperoleh,
kcgiatan usaha, pckcrjaan bebas
wajib pajak, atau obyek yang
torutang psjsk;

- Memberikan ka.cnpstan untuk
memasuki temitat rt4u ruang
yang dipendang perlu den
membori bantuan guna
kelancaran pemeriksaan;

- Memberikan tcierdngan yang
dipcrlukan.

Kdtcntuu Nornrtif Tcltrrg
Konrultrn Prjrk

Konsultan pajst merupakan
sudtti' profesi dibidang pajak.
Konsultan pajak ini mcmbdtrtuk suatu
organisasi dcngan mnil Ikatan
Konsultan pajat lndondsia atau
disinghat IKPI. Ikatan Xionsriltan Pajak
indoiirbsia attu IKPI ini didirikan di
jaknrta p|dr lmggal 2? Agustus 1965.
Sebagai suatu organisasi profesi IKPI
bertujuan uatuk:
a) Mempersatukan seluruh konsultan

pajak di Indonesia.
b) Membantu dan ikut mctatsaaakan

progrnm pcmerintah dalam

Pitditptr ATnt:gdl Att6r. Datsn Sittc'
Pcrpsjtlts okh lbamlwt P4&
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nenyukseskan pcmbsngunon
nasiotral;

c) Meningkatkan mutu pengetahuan
dan pekerjaan konsultan pajak
dalam bidang perpajakan;

d) Membina seluruh anggota IKPI
dalam melaksanakan kewafiban dan
haknya terhadap negara danbangsa;

e) Meirbantu para wajib pajat dalhm
membela dan mengakkan keadilan
dalam melaksanakan' undahg-
undang perpajakan.

Konsultan pajak ini diatur dalam
keputusan Menteri Kcuangaa Republik
Indonesia No. 294/KMK.0 4 I 1998.

Pengertian konsultan pajak
berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 2941KMK.0411998,
adalah setiap orang yang dalom
lingkungirn pckcrj aannya secara bcbas
memberikan jasa kepada wajib pajak
dalam melaksanakan hak memenuhi
kewaj iban perpaj akannya.

Ikatan konsultan pajak Indonesia
dalam melaksanakan prof,esinya diatur
dengan suatu kode etik atau suatu
pedoman sikap, tingkah. laku,
kepribadian, dan perbuatan yarg harus
dilaksanakan oleh setiap anggots IKPI.
Dengan adanya kode etik tersebut,
maka bagi &nggota IKPI yang
melakukan suatii pelanggarao akan
mcndapa.t sanksi.

. Untuk mertjadi konsultan pajak
harus memiliki scrtifikat .konsultan

pajak dan memenuhi . sy.rat-syarat
untuk monjadi konsultsn pajak, yaitu :

a) Syarat Umum :
- Warga Negara Indonesia
- Bcrtempat. tinggal di

Indouesia
- Memiliki serendah-

rendahaya ijazah diploma III,
atau setingkat dengan itu
dari Ferguruan Tinggi Negeri
atau yang.disamakan, kecuali
bagi pensiunan . pegawai
Direktur Jcnderal Pajak
ditentukan oleh Direktur
Jendoral Pejak.

- Tidak terikat dongan
pekerj aan atau jabatan pada
pemerintah/negera, dan
badan usaha milik
negara/dacrah.

- Berkelakuan baik ysng
dibuktikan dngan surat
keterangan dari instansi yang
berwenang.

- Memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak

- Memcnuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan
ketcntuan p€raturan
perundang-undangan
perpejakan.

- Bersedia menjadi anggota
Ikatan Konsultan Pajak
Indonesia dan tunduk, pada
kode etik Ikatan Konsultan
Pajak Indonesia.

Pct crapcr Attt ScY Assctncrrt Dslan Sitt.n
Pupajt*on olch Konsultsn Pajot
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r ' 'b)  SYaratKhusus: r :  
" '

'. ' - Mcmiliti sertifikat kcinsitlt,itr
pajak

-' Mefiilt*i:isin'praktek;
' Berdasarkan KePutusan Metrteri
Keuangan Republik Indonesia No.
294|KMK.04/1998 Pasal,r lfi Hak
Konsultan Pajak adalth :'
l. Konsultan . pajak 'yang tolah

rnemiliki .sortifikdt A berhak
' memberikrn ' jrsr di bideng

perpajakan' kepada wajib Pajak
orang ' pribadi dalarn" mclaksanakan

' hak dat memenuhi kewajiban
perpajakan, kecuali wajib Pajak

.: yang berdomisili dl negarr y&ng.
, oernprmyai Perjanjian
'pcnghirdaren Pajak berg&nds
dengan Indonesia.

2. Konsultan pqiak Yang telah
memiliki sertfikot B . berhak
memberikan jase di bidang
perpejakon wajib Pejak orang
pribadi dan badon dalam
melaksanakan hak dan memcnuhi
kewajiban perpajokannya, kecuali

. kepada waj ib pajak Penanaman
., , modal,, bentuk usaha tetap dan yang

berdomisili di negtra Yrng
m€mpunyar. -, . - pcrjanjian
penghindaran pajak berganda
{engan Indoncsia.

3. Konsultan . pqiak yang telah
memiliki tcrtifikat C berhak
memberikan jasa di bidang
perpajakan kepafa rryajib Pajak

, orang pribadi dan 'baden dalam
melaksanakan hak dan mcmcnuhi
kerraj iban perpaj akan.

4.,,Setiap konsultan .Pejak
diperkenankan m€tturus
pleksanean hak dan pemenuhan
:kewajiban pcrpejakan dari wajib
pajat sepanjang :
- Mcmiliti izin preltck Yang

masib bcrlaku.
- Memiliki surat kuasa tbusus

dari wajib Fajak dongEn'bcntuk
' sepcrti terc&ntum Padt lamPiran

kcputussn ini.
Sclain mcmpunyai hak,

konstrltad pajak juga ocmPunYai
kewrjiUan yat3 disebutkan pdda pasa'l
ll KMK RI No. 294lKbo(.04ll99t
yaitu :
l. Konsultan pajak wajib mcmatuhi

semlra ketentuan Peflturan
perundsng-undangan. Pcrpaj akan.

2. Konsultan pajak wajib ncnbcri
jasa' kepada wajib agar
'melaksanakat hak dan kcwajiban
perpajakannys sesudi dengan
peratuisr perundang-undangan

''perpsjaken.
3.''Kongultau pojak wajib mcngikuti

prosGdur dan tata tertib Yant
''berlaltu di lingkungan Direktorat
Jcndoral Pajak dan dilarang
nelakukan tindakan-tindakan yaeg

' nerugikan kcpciltingsn negrta.
4. Konsultan prjtk Ylng tclah

memiliki izin praktek sebagaimana

Pai:acpan Azt, S,cV Attattie Dotan Sttlcat
Pcrp................jattt ot.h Kattult@ PqJak
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5.

6.

7.

dimaksud dalam pasal 3 aydt I
wajib mengituti
penataran/pendidikan peny€garan
perpajakan sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun.
Konsultan pajak wajib mcngikuti
kode etik Ikatan Konsultln Pajrk
Indohesia.
Konsultan paj ak ' wajib mcmbuat
laporan tahunan morgetei jumlah
wajib pajah yang , menjadi
laagganannya dalam bentuk scperti
tercantum pada lampiran keputusan
ini, denganmclampirtan fotocopy
scrtifikst penatarrn/pcndidikan
penyegaran perpajaken sesuai
dcnian butir 4 di atas.
Laporan tahunan sebagaimana
dimkarud dalam butir 5 di buat
rangkap 3 (tiga) dan disampaikan
kepada Direktur Jcaderan Pajak
dengan tenbusan , kcpada Kcpala
Kattor Pelayanan Pajak selambat-
lambatnya akhir bulan Maret trhun
takwin berikutnya. .'
Apabila jangka waktu pcnyarrprian
laporan tahunan sebagaimana
disebut dalam butir 7 tidak
E€ncukupi, konsultan pajak dapat
mcngajukan.- . pcrmohonan
penundaan sconp tcrtulis untuk
paling lama 3 (tiga) bulan setelah
tsrggal 3l Maret.

Paletpa, Aut &ttAttctnc Dar',,f Si'tc''
ParpaJetcn oleh Kotsult@, I\jak

P+rtngungirwrbrl
Portanggungiowaban (Andi

Hamzah; l9E6:570) dilitat dari segi
hukum publik, .dalam hel ini
dikhususlcn pada hulum pidana meke
!rcseor8ng diharuskon
bertanggungiawab .atas perbuatannya
apabila pcrbuatsn itu memenuhi unsur
perbuatan pidana. Sescorang yang

. diduga - melakutan suttu pcrburtan
'pidana.akan diajukan ke sidang
'pcngadilan untuk dilakutan
pcmeriksaan. Apabila dari pem-criksaan
sidaog pengadilan tersebut hakim
mcmutuskan bcrselah maka akan
dijatuhkan sanksi pidana.

. Pertangguagiawaban dilihat dari
segi hukum privaUperdata maka
scseorang harus
mcmpertanggungi awabkan
p€rbuatannys epbila muncul gugttan
dari pihak lain. I{al ini diawali dengan
adaaya suatu ikatou yang dilokukan
oleh orang atau lebih, dimana ikbtan
ini rnenimbulkan hak adan kewajiban
bagi masing-masing pihak. Apcbila
dalam ikatan tersebut salah satu pihak
melakukan wsmprrstasi maka pihak
yang lain dapat mcngajukan .gugatan.
Bettuk wanprostasi bisa berupa :
l. Tidak nemenuhi kewajibannya.
2. Memenuhi kewajibannya tctapi

tidak t€pat waktu-
3. Mcmenuhi kewajibonnya tetapi

tidak seperti yang telah
diperjanjikan.

L
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Dalam menjalankan tugas untuk
mencap&i tujuen negera, sdministrasi
(negara) harus melakukan bermacam-
macam Perbuatan, Perbuatan
administrasi (ncgare) dbegi dua :
(e) Perbuatan hukum

(rechthandelingen)
/6/Perbuatan " nyatE (feiteltjke

handelingen)
Perbuttan ' hukum ncgara 'bisa

bcrdaserkan hukum Privat steu
berdasarkan hukum publik. Dalem
perbuatan hukun negara berdasarkan
hukum publik bisa bersegi satu atou
bersegi dua. Pede perbuatan hukum
publik bersegi satu kehendak Yeng
muooul adalah dari satu Pihak saja
yaitu pemcrinteh. Sebagai contoh
pcrbuatan hukum bersegi satu'adaloh
pemerintah melalui pljobotnya yang
berwcneng metgcluarksn suatu surat
keputusan. Dengan surat keputusen
yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut
mengakibrtnya pertanggungiawaban
bagi seseorang yafg tidak melakukan
kewajibannyo dengan baik.

Dalam hukum administtssi
ter&pat sanksi-sanksi ysng dapat
dijatuhken sebagai bentuk
pertanggungiowaban. Sanksi tersebut
antara lain (Philipus M. Hadjon; 1997:
64 ):
(a) Bestuursdwang

pemcrintahaa)
(paksaan

(b)Pcnarikan Kcmbali KePutusan
(kctetapan) yEng menguntungkan
(izin, pembayaran, subsidi).

(c) Pengenacn dcnda edministratif.
(d)Pengenaan uang paksa olch

p€m€rintah (dwanggom).

Pengrlihrn Kewrlibrn Weiib Prirk
Keprdr Korrrltm Priek Dehm
Slrtcn Sclf Arrclncnt

Dalam undang-undang No. 6
Tahun 1983 jo Undang-Undang No' 15
Tahun 2000 salah satu kcwajibm wajib
pajat disebutkrn prda pasal 3 ayat I
yang bcrbunyi *setieP wajib Pajak
wajib Mengisi Surat Pcmberitahuan
dalam bahasa Indonesia dcngan
menggunakan huruf latin, Engtr arab,
satuan msta uang ruPiah, dan serta
meoandatangpni serta menyampaikan
ke kcntor Dircktorat Jcnderal Pajak
terdrftar eteu dikukuhkan". Dari bunyi
pasal 3 ayat I tersebut berarti ada
kowajiban bagi wajib pajak untuk :

- Mengisi Surat Pemberitahuan
* Menandatangani surat

pemberitahuan
- Mcnyampaikan surat

penbcritahuan ke kantor
Direktorat Jendcral Pajak tcmPot
wajib pajak terdaftar atau
dikukuhkan.
Pada pasal 32 tyat 3 No. 6

Tahun 1983 jo UU No. 16 Tahun 2000
yang berbunyi "orang pribadi atau
bedan dapat menunjuk seorong kuasa

P.sc"tpar Artt Satf Att.trreia Data; Sltl.n
PctpJalas ot.l Kot tults, Pqiak
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dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak. dan memenuhi
kewajiban m€nurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan".
Pasal 32 ayat 3 tersebut memberikan
kelonggaran dan kesempatan bagi
wajib pajak untuk meminta bantuan
pihak lain yang memahami masalah
perpajakan sebagai kuasanya, untuk
dan atas namanya membantu
melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan wajib pajak.

Kemudian dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 294|KMK.04/1998, pasal I huruf a
disebutkan : konsultan pajak adalah
setiap orang yang dalam lingkungan
pekerjaannya secara bebas memberikan
jasa kepada wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakannya". Dari bunyi
pasal tersebut berarti setiap orang yang
memberikan jasa kepada wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya
adalah seorang konsultan pajak.
Dimana untuk menjadi konsultan pajak
ini diperlukan syarat-syarat umum dan
khusus. Konsultan pajak yang telah
memenuhi syarat untuk memberikan
jasa kepada wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan mernenuhi
kewajiban perpajakannya, harus
memiliki surat kuasa .khusus.

Tentang kuasa dari wajib pajak
sesuai pasal 32 ayat 3a UU No. 6

Tahun 1983 jo UU No. l6 Tahun 2000
yang berbunyi "kuasa sebagaimana
dimaksud dalam 'ayat 3 harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dengan Keputusan Menleri Keuangan",
maka Menteri Keuangan mengeluarkan
Keputusan No. 576IKMK.04/2000
tentang persyaratan seorang kuasa
untuk menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan.
Keputusan yang dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan . ini berdasarkan
kewenangan delegasian. Dimana
penyerahan wewenang delegasian ini
dilakukan atas dasar dan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.
Dengan keluarnya Keputusan Menteri
Keuangan No. 576/KMK.0412000
tersebut menteri keuangan memberikan
kewenangan kepada Direktur Jenderal
Pajak secara delegasian untuk
mengatur lebih lanjut pelaksanaan
keputusan menten tersebut.
Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak
mengeluarkan keputusan No. KEP-
188/PJ./2001 tentang kuasa untuk
menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban m€nurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Surat
Kuasa khusus dari wajib pajak kcpada
penerima kuasa paling sedikit memuat :

- Nama dan alamat, serta Nomor
Pokok Wajib Pajak dari wajib
pajak pemberi kuasa.

Pcncttpan Azas Sclf Attatit nt Daldr, Sista,r.
Perpajolan oteh Konsxltan Pajak

272 CL Angaio lka EDtrlY



- Nama, elemat dan Nomor Pokok
Wajib Pajak penerima kuasa.

- Bidang/caLupan hal/kewajiban
perpajakan tertcntu yang
dikuasakan wajib pajak selaku
pcmberi kuasa tepada pepcrima
kuasa yang bersangkutan.

Dcngan adanya kclonggaran
yang diberikan oleh Undang-Undang
No. 6 Tahun l9E3 jo Undang-Undang
No. 16 Tahun 2000, maka trk dan
kewajiban wajib pajak dapat
dikuasakan. Sedangkan Undang-
undang No. 6 Tahun 1983 tentang
ketentuan umum dan tata cdfa
perpajakan yang sudah diadakan
porubahan yaitu dengan
diundangtannya UU No. 16 Tahun
2000 masih mempertahankan prinsip
dasar pemungutan pajak yaita self
assessment system, dimana cin-cii self
atsessment system adalah i

- Wcwcnang untuk mencntuksn
besarnya pajak tcrutang ada
pada wajib pajat sendiri

- Wajib pajak aktif mulai dari
menghitung, menyetoi dan
melaporkan sendiri pajak yang
terutsng.

- Fiskus tidak ikut campur dan
hanya meogowasi
Maka dengan kelonggaran yang

diberikan oleh undang-undang kepada
wajib pajak untuk memberikan kuasa
atas hek dan kcwajiban perpajakan

kepada pencrima kuasa, berrrti wajib
pajak tidak ahif untuk meaghitung,
mcnyetorkan atau mclaporkan sendiri
pajaknya yang teruteng karena hal itu
dapat dikuesakah. Dari uraian diatas
moka sistem pemungutan pajak self
assessment kuratg sesuai dengan
kelonggaran yang dibcrikan undang-
uodrng, meskipun wajib pajak tidak
harus mcmberikan tuasa atas hak dan
kowaj ibannya pada orang yang dibcri
kuaso.

Pada undang-uitdalg No. 6
Tahun t983 jo Undang-Undang No. 16
Tahun 2000 pasal 32 ayat 3 berbunyi
"orang pribadi atau badan dapat
nenutrjuk seor&ng kuasa dengan surat
kuasa khusus untuk mcnjalankal hat
dan memenuhi kewajiban menurut
kctentuan peratnran pcrundang-
undangan perpajakan".

Pada Keputusan Menteri.
Keuangan RI No.295|KMK.0,t/I998
prsal I angka I berbuayi *konsultan
pajak adalah sctiap orang yang dslam
lingtungaa p€k€rjaannyo secara bebas ,
memberikan jasa kcpada wajib pajat
dalam' melaksanakan h* dan
mbmenuhi kewajiban perpajatan".
Masih dalsm keputusan Menteri yang
$tma, pada pasal l0 angka I berbunyi
'konsultan pajak yang telah memiliki
sertitikat A berhak membcrikan jasa
dibidang perpajakan keprda wajib
pajak orang pribrdi dalam
mclaksanakan hak dan mcmenuhi

Pqra.pa. Aut Scrf Atrct;ctt lbr.; Sttr.,s
P.rpqla*.n otch Kotttsltat Pql&
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kewajiban p€rpajakan, kecuali wajib
pajak yang berdomisili di negara yang
mempunyai perjanjian penghindaran
pajak berganda dengan Indonesia".

Keputusan Menteri keuangan RI
No.576lKMK.04/2000 pasal I ayat I
berbunyi "wajib pajak dapat menunjuk
seorang kuasa yang bukan pegawainya
dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan menurut
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan".

Dari bunyi pasal-pasal tersebut
di atas menunjukkan bahwa wajib
pajak dapat memberikan kuasa atas
seluruh hak dan kewajibannya dan
tidak ada perbedaan hak dan kewajiban
mana yang dapat dikuasakan atau tidak
dapat dikuasakan. Tetapi pada
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No.KEP-188/PJ./2001 pasal 2 ayat 3
disebutkan tentang muatan isi surat
kuasa khusus bidang/cakupan
hak/kewajiban perpajakan tertentu
yang dikuasakan wajib pajak yang
dialihkan/dikusakan maka dslam surat
kuasa khusus harus disebutkan
kewajiban apa yang diinginkan wajib
pajak untuk dikuasakan.

Bentuk Eubungan Eukum Antara
Wejib Pajak Dengan Konsultan
Pejak

Hubungan hukum merupakan
suatu hubungan yang diatur oleh

peraturan dan dalam hubungan tersebut
timbul adanya hak dan kcwajiban.
Hubungan Oo1u6: yang terjadi. antara
wajib pajak dengan konsultan pajak
diatur dengan peraturatr. Peraturan
tersebut mengizinkan hubungan sntara
wajib pajak dengan konsultan pajak itu
terjadi. Hal ini dapat dilihat pada
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo
Undang-Undang No.l6 Tahun 2000
pasal 32 ayat 3 yang berbunyi "orang
pribadi atau badan dapat menunjuk
seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban menurut
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpaj akan". Dcngan dasar
pasal 32 ayat 3 tersebut maka dapat
terjadi hubungan hukum keperdataan
wantara wajib pajak dengan konsultan
pajek, karena hubungan hukum
tersebut hanya bisa erjadi apabila wajib
pajak ingin menguasakan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakannya
kepada konsultan pajak. Untuk
tcrjadinya pemberian kuasa tidak ada
keharusan dari undang-undang,
sehingga yang menentukan antara
terjadi dan tidaknya pemberian kuasar
ada pada wajib pajak.

Apabila wajib pajak selaku
pemberi kuasa rnemberikan kuasa
kepada konsultan pajak selaku
penerima kuasa, maka pada saat itulah
terjadi hubungan hukum keperdataan
antara wajib paj ak dengan konsultan

Pct oopaa Aty'trsclf Ast$ta.nt l)olan Sistcm
Pqpajohott oleh Kqrtultsn Pqjqk
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pajak. Dengah. hnbungao hukum
tersebut maka wajib pajak memiliki
hak ataa pemenuhan hak/kewajiban
perpaj akannya oleh konsultan pajak
sesuai dengan apa yeng. tercantum
dalam surat kuasa khusus, . dan
konsultan. ' pajak wajib - untuk
melaksanakan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak.
Selain itu datam hubungan hukum
tersebut wajib pajak juga mempunyai
kewaj iban untuk memberikan imbalan
jasa kepada konsultan paja& dan
sebaliknya konsultan pajak mempunyai
hak untuk menerima inbalan jasa atas
apa yang telah dikerj akannya.

Adanya tuase. yang, tcrjadi
dalam hubungcn hukum cntara wsjib
pajak dengan konsultan pajak moogacu
pada Keputusan Menteri Keuangan
No.576IKMK.04/2000 tentaog
p€rsyaratan scorang kuasa untuk
menjalankan hak dan mcmenuhi
kcwajiban mcnurut ketentuan
perundadg-undangan perpajakan, dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No.KEP.l88/PJ./2001 tentang kuasa
untuk menjalankan hak dan memenuhi
kemjiban 'menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan.
Kuasa tersebut tidak mengacu pada
kitab undang-undang hukum, pcrdata
tetapi . pada KL,IK RI
No.576lKMK.04/2000 dan Kcputusan
DPJ No.KEP-l88tPJ.l200l, Hal ini
didasarkan pada asas lex . rpesialis

furogat legi generali, yang artinya
aturan . khubus mengesampingkan
aturan umum,

Bentuk Pcrtenggungirwrban
Konrulten Pejek Kcpada Wrjib
Pajah

Pertanggungiawaben antara
konsultan ppjak dengan wojib pajak
harus dilihat dari hubungan antan
konsultan pajak dengan wajib pajak.

, Hpbungan hukum antara konsultan
pajak dengan wajib. pajak adalah
hubungan hukum perdata, maka dalam
hal ini apabila salah satu pihak merasa
dirugikan dapat mcngajukan gugatan
untuk menuntut gonti rugi. Hukum
pajak adalah termasuk dalam hukum
publik, sehingga tewajiban yang harus
ditanggung wajib pajak adalah
kewajiban hukum hukum publik.
Apabila timbul suatu resiko dari
kesalahan konsultan pajak yatrg
mengakibatkan pbertambahnya jumlah
pajak terutang yang harus dibayar,
maka kewajiban pelunasan pflj8k
terutang terscbut tetap pada wajib
pajek tidak pada korsultan pajak. Hal
ini karena kawajiban hukum publik
tetip pada wajin pajak dan konsultan
pajak hanyalah pihak yang diberi kuasa
atas pelaksanaan kewajiban wajib
pajak. Dengan kewajiban wajib pejak
yang merupakan kewajiban hukunr
publik tersebut maka waj ib pajok dapat
menuntut ,ganti rugi kepada konsultan

'Fcncrq$ Azac SeIl Attctrrunt Dqtart Sittc''
Pcrptjo*.r olc* Knsulto, Pajsk
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pajak. Ganti rugi olch konsultan pajak
tersebut merugp.kan . bentuk'
pertanggungjawaban konsultan pajak
kepade wajib pajak:' Jiftd terjsdi suatu
pcrbuttan pidana dibiding perpajakan
baik oleh konsultan'pajak atau wajib
pajak, rlraka sesuai dengan -Undang-
Undang No.6 Tahun 1983 jo Undang-
undang No. 16 Tahun 2000 pada pasal
43 disebutkan bahwa ketcntuan pidana
dibidang pcrpajakan tidak saja
ditujukan kepada waj ib pajak tetapi
juga kepada kuasanya. Berikut ini
bunyi Undang-tltidang No. 6 Tahun
1983 jo Undang-undbng No. t6 Tahun
2000 pasal 43, pasal 3E dan passl 39 :

Pasal 43
Ketentuan sebagaimana
dimaksud drpal pasal 38 dan
p83al 39, bcrlaku juga bagi
wakil, kuasa, rtau pegawai drri
wajib pajek.

Pasal 38
Setiep orang yang karena
kealpaannya :
(a) Tidak menyampaikan

Pemberitahuan : atau
(b) Meryadpaik&n Surat

Pembcritahuan, tetapi isinya
tidak benar atau tidak
lcngkap, atsu me lsmpirkan
keterangan yang isinya tidak
benar. '., ' t,r,
Schingga dapat menimbulkan,
kerulian pada pendapatan

. negara, dipidana dengan

pidano kurungan" paling lama
I (satu) tahun dan/atau dcnda
paling tinggi 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang
tidak atau turang bayar.

Pasal 39
l) Setiap ortng yang dengan

sengaja: '

a. Tidak metrd&ftarkan diri,
stau nicnyalahgunakan
atau menggunakan tanpa
hak Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Pengukuhan
Pengusaha kena pajak
sebagaimana dimaksud
pasal 2, atau

b. Tidak menyampaikan
surat p€mberitshuan :
atau

c. Menyampai[in Surat
Pcmberitahuan dan atau
keteroqgan yang isinya
tidak bcnar atau tidak
lengkap ; atau

d. Mcnolak untuk dilakukan
pemcriksaan, sebagaimrna
dimaksud drlam pasal 29;
atau

e. Memperlihatkan
pcmbukuan, p€ncatatan,
atau dokumen' lain yang
palsu ateu dipalsukan
scolah-olah bonar : atau

f. Tidak menyelenggarakln
pembukuan atau
peicstatan, tidak

Suret

Pcreapan Atlt Sclf Attctreal D.ttn Sit c;
Pupajo*er olcL Konmlton PaJoh
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. meFpcrlihatkan atsu
m€minjrnkan butu,
c4t8tan 4tau dokumen
laiunya; atau ,

g. Tidek mcny.etorkan prjak
yang telah dipotong atau

, dipungut,.sehinggr dapat
menimbulkan kerugian

.. . . pada pcndapatan negara,
. dipidana dengan pidana

pcnjara paling lama 6
(enem) tahun dan dcnda
palipg tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak terurang

. yang tidak atau kurang
dibayar.

2) Pidana sebagaimana
dimaksud dalam pasal I
dilipatkan 2 (dua) apabil.a

. scs€orang, melakukan lagi
tindak pidana dibidang
pcrpajakan sebelum lewrt I
(satu) tahun, terhitung sejak
selesainya menjalani pidanr
penj ara yang dijatuhkan-

3) Setiap orang yang
' mclokukan percobaan untuk

melakukan tindak pidana
mcnyalahgunakan 8t u
menggunakan tatrpa hak

atau menyampaikan Surat
Pemberitahun daniatau

' ketersngan yang isinya tidak
benar atau tidak lengtap
sebagaimana dimaksud

dalam ayat I huruf c dalsm
rangka mengajukan
permohonan restitusi Ftau
melakukan kompensasi
pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling.lema 2
(dua) tahun dao denda
paling tinggi 4 (empat) kali
jumlah restitusi yang
dimohon dan/atau
kompensasi yang dilakukan
oleh wajib pajak.

Eentuh P€rtrlggungjewrbrn Wrjib
Prjrt Leprdr Negrn

Pertonggrngiawaban waj ib pajak
kepada negara, hal ini terkait dengan
bentuk hukum pajak termasuk dalam
hukr.m publik. Dengan undang-undang
Frpajakan yang ada, wajib pajak
diberikan kewajiban dan hak dibidang
perpajakan, sehingga hal ini
menimbulkan pertanggungiawaban
bagi wajib pajak atas , tewajiban-
kewaj iban yang tidak dilaksanakaa.
Sanksi dalam perpajakan ada dua :
l. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana

Dcngan adanya dua sanksi Oi
atrs, maka p€rtangrungiswaban wajib
pajak disesuaikan dengan sanksi yang
dikenrkan kepada wajib pajak. wajib
pajak dapat dikenakan kepada sanksi
administrasi bcrupa denda atau bunga
jika tcrjadi kurang bayar atas paj aknya
yang terutang. Apabila pcmungut pajak

Pcttcttpca Azlt Sclt Attct;.nt D.lan Sittc/' 277
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atru fiskus monilai bahwa wajib pajek
mel&kukan perbuatan yang ..pstut
diduga sebagai . per.burtan pidane
dibidang perpajakan, maka wajib pajak
terscbut dapat dikenakan sanksi pidanr
apabila hal ini telah terbukti.

Bentuk Pertalggungirroban
Korsultan Prjak Keprda Negara

untpk membahas, pertanggung
jawaban konsultan pajak kepada
nogan, pcrlu diingat bohwa
keikutsertaan konsultan , pajak dalam
hal perpajakan adalah,-diawali adanya
pcmberian kuasa dori wajib pejak
kepada ,konsultan pCitk. Sehingga
pettanggungiawaban konsultan pajak
kepada negara hanyalah sebatas apa
yang,dikuasalren kepadanya. Apabila
konsultan pajak yang telah menerima
kuasa dari wajib pajak tetapi lidak
melaksanakan dengan baik. kuasa
t€rs€but, imaka konsultan pajak tidak
hanya bertanggungiawab kepada wajib
pajak tetapi, juga harus
bertanggungiawab kepada . negara.
Sebagai bentuk pertanggungiawaban
konsultan pnjak r kepada . negara,
konsultan pajak dapat dicabut izinnya
atau bahkan dikenakan sanksi pidana.

PerJanggungiawaban konsultan
pajak kepada negara muncul apabila
ada pcrbuatan hukum yang patut
diduga dilakukan oleh konsultan paj ak
t€rsebut. Perbuatan hukum yang,-. patut
diduga tersebut adalah perbuatan yang

ditentukan dalq,ur, ketsntuan pidana
dibidaag, peryajrkan yaitu pada pasal
3E dan pasal 39 UU No.6 Tahun 1983
jo UU No. 16 Tahup 2000. Perbuaran
yang patut diduge dilakukan olch
konsultan pajak tersebut belum tentu
dilakukan sendiri oleh konsultan pajak.
Karena bisa juga tanpa sepengetahuan
konsultan pajak, wajib pajak
mpmbprikan informasi yeng saleh &tau
membuat dokumen ganda sehingga
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara.. Atau bisa juga
tanpa sepengetahuan wajib pajak,
konsultan pajak telah mehkukan
usaha-usaha. yang mengakibatkan
kerugian bqgi negara (dokumen ganda,
momberikan keterangatr yang isinya
tidak benar). Apabila perb.uatan
konsultan pajak tersebut terbukti, maka
konsultan pajak . harus
bertanggungiawab dengan sanksi
pidana dibidang perpajakan yang ade.

Penutup -:
Berdasarkan uraian yang.telah

ditemukakan penulis didalam bab
terdahulu, maka dapat, disimpulkan
bahwa prinsip dasar pemungutan psjak
yang mengguntkan . sistem. self
ass€ssment kurang sesuai lagi dengan
adanya kelonggaran yang diberilan
oleh undang-undang kepada ,wajib
pajak dalam. melaksanakan
kewajibannya.

Pcnaqtn Azlr Selt Att.tstcnt Daratr Sittcm
Peryoiorar olch Kot b@ PoJ'ok
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Bahwa dengan *elonggaran yang
diberikan oleh undang-undang kepdda
wajib pajak untuk menguasakan hak
dan kewajibannyb, maka semua
kcwajiban wajib pajak dapat dialihkan
kepada konsultan pejak. Tetapi harus
disebutkan secaro jeles dalart? sural
kuasa khusus tentang kewajiban apa
yang dial ihkan.

Hubungan hukum yrng tdfjedi
*ntara' wajib pajak dengan konsultan
pajak adalah hubngan hukum
keperdtaan, yaitu hubungrn yang
dfserahken kepada wajit pajak dan
konsultan pajak untuk dapat
terwujudnya hubungan tersebut. Hal ini
karena tidak ada keharusan dari
undang-undang untuk niEhguasakan
pemenuhan hak dan kewajiban wajib
pdjak keptda konsultan pajak. Tetapi
afdbila sudah terjalin hubungan antara
*ajib pajak dengan *onsultan pajak,
ma*h hubungan yaflg terjadi tidak
hanya kepeidataan tetapi juga
hubungan hukum publik. Ilal in karena
komultan pajak scbagai pcnerima
kuasa dapat dikenakan sanksi pidana
apabila terbukti melakokan p€rbuatan'
pidana. Sanksi pidana dipat dikenekan
pada konsultan pajak karena dalam
hukum publik tonsultsn pajak juga
haius bertanllungiawab kepadd
negafa.
' Bentuk p€rtangungiawaban

konsultan pajak kepada *ajib pajak
adalah dengan pcmenuhan ganti rugi

atas sanksi administrasi yang
ditaaggung oleh pajnk. Sanksi
adnrinistrasi ini bisa berupa denda atau
bunga. Bentuk pertanggurtgiawaban
wajib pajak kepada negara ada dua
yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Hal' ini karena hukum pajak
adolah hukum publik, Dinrana hukum
pajak memiliki dua sanksi administrasi
dan sanksi pidata. Tanggungiawab
wajib pajak secara administrasi adalah
dengai pemenuhan dendrr atau bungl
yeng telah ditentukan undang-undang.
Sedangkan pertanggungiawaban wajib
pajak secara pidana muncul apabila ada
perbuttm ysng petut diduga fiskus
yang dilakuken oleh waib pajat vang
dapat merugikan negara.

Bentuk pcrtanggun$awaban
konsultan pajak kcpada negara ddalah
derigan pcngcnaan sanksi pidana
dibidang perpaj akan. yang didahului
dengan adanya p€rbuattn yang patut
diduga dilakukan olch konsultan pajak
yang dapat menumbulkan kerugian
pada negara.

Adanya konsultan prjak yang
dspat rteneriirt kuasa dari wajib pajak
untuk melaksanakan hak dan kcwaj iban
perpajakan wajib pajak. maka
seharusnya sistem pemungutad, pajak
yang lebih cocok digunakan ' di
Indonesia adalah dua sistrtm yaitu self
asscssment system dai with holding
.sysrem. Self s.ystem assesliment system
tctap dipakai karona wajib pajak masih

Parctap.in ArIt S.lt Ass$aant Datos Sit'errl
Pcrpajolson olch Konsultan Popl;
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diberikan kepercayaan untuk dspat
menentukan besarnya pajak terutang,
menyetorkan dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak
dengan with holding system penting
untuk dijadikan prinsip- dasar
pemungutan pajak karena tidak semua
wajib palak melaksanakan sendiri hak
dan kewajibannya. Sehingga masih
memerlukan konsultan pajak
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